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Bila ingin mengapai sesuatu jangan pernah menyerah teruslah berusaha dengan 
fokus pada tujuan dan jangan lupa selalu sholat dan berdoa kepada Allah SWT. 
 
Kepurukan bukanlah sesuatu yang harus disesali, karena berangkat dari 
kepurukan itulah biasanya semangat hadir untuk maju dan terus berubah, cacian 
dan hinaan bukan sebagai sesuatu yang memojokan kita, tapi jadikanlah cacian 
dan hinaan itu sebagai kendaraan kita untuk menuju kesuksesan yang tidak 
pernah orang lain pikirkan. 
 
Hidup penuh kreatifitas, yang membedakan kita 1 sampai 2 tahun kedepan 
adalah, buku apa yang kita baca, dilingkungan mana kita berada, dan sudahkah 
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penuh perjuangan menemukan judul dan sampai pada proses turun kelapangan 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
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serta hidayahnya telah memberikan jalan kemudah, bagi siapa yang bersungguh-
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Tesis dengan judul  “KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM 
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN DI 
KOTA YOGYAKARTA” Disusun untuk memenuhi persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Program Studi Magister Ilmu 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta . 
Tidak lupa pula saya berteri makasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam penyusunan tesis ini, diantaranya:  
1. Prof. Dr Sofyan Anif. M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh 
pendidikan dikampus ini. 
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko. M.Pd. selaku Direktor Sekolah Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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7. Ibu Sri Nuryanti Sulistiati. S.SiT selaku Administrator dan Pembantu 
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10. Prof. Dr. Harun S.H.,M.Hum,. Prof Dr. Absori. S.H.,M.Hum., Prof. Dr. 
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KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI 
PENERIMA BANTUAN IURAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL DI KOTA 
YOGYAKARTA 
Abstrak 
Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kessehatan merupakan suatu hal yang 
sangat penting, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, yang menjadi 
peserta penerima bantuan iuran. Selama ini pelayanan kesehatan di Indonesia 
masih belum merata bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sehingga sering 
terjadi ketidak adilan bahkan sampai pada perlakuan diskriminasi, yaitu 
pelayanan yang membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah dalam 
menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan orang 
tidak mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, data 
yang dipakai meliputi data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek 
penelitian dilapangan dengan cara observasi dan wawancara kepada Dinsos, 
Dinkes dan RS Pratama Kota Yogyakarta. Data lainnya yaitu data sekunder 
melalui studi pustaka, disini peneliti menganalisis UU sampai dengan Perpres. 
Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah: 1. Saat ini pemerintah Kota 
Yogyakarta dimana tempat penulis melakukan penelitian, telah berkategori 
Universal Health Coverage (UHC) dalam pelayanan kesehatan, dimana dengan 
adanya UHC ini mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan 
pendaftar baik yang mendaftar mandiri, maupun yang didaftarkan oleh 
pemerintah. 2. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun 
RS Pratama yang menggunakan konsep Rumah Sakit tanpa kelas, dimana semua 
masyarakat yang ingin berobat diperlakukan sama tanpa ada sekat dalam 
pemberian pelayanan. 3. Pemerintah Kota Yogyakarta setelah masuk dalam 
kategori Universal Health Coverage (UHC) telah menyiapkan anggaran yang 
cukup untuk menanggung semua pembiayaan kesehatan, dengan motto, 
masyarakat Kota Yogyakarta wajib memiliki jaminan kesehatan yang 
ditanggung oleh pemerintah, untuk tahun 2019  pemerintah menyiapkan 
anggaran sebesar Rp.25.477.008.900., dana ini disiapkan untuk membayarkan 
klaim pembiayaan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. dan di tahun 2020 ini 
pemerintah Kota Yogyakara menyiapkan anggaran sebesara Rp. 55.742.400.000 
jumlah ini untuk mengantisipasi masyarakat yang akan berpindah segmen 
kepesertaan dari BPJS Kesehatan mandiri ke PBI JKN APBD.  










Government policy in health services is a very important matter, especially for 
the poor and needy people, who are participants who receive contribution 
assistance. So far, health services in Indonesia are still not evenly distributed for 
the poor and underprivileged, so that there is often injustice and even 
discrimination, namely services that differentiate between rich and poor. The 
purpose of this study was to determine the extent of government policies in 
ensuring the financing of health services for the poor and needy. The research 
method used is juridical empirical, the data used includes primary data, namely 
data obtained directly from the object of research in the field by means of 
observation and interviews with the Dinsos, Health Office and Pratama Hospital 
Yogyakarta City. Other data is secondary data through literature studies, where 
researchers analyze laws up to the Presidential Decree. The results of the research 
found by the authors are: 1. Curently, the government of Yogyakarta City, where 
the author conducted the research, has been categorized as Universal Health 
Coverage (UHC) in health services, where the existence of UHC makes it easier 
for the people of Yogyakarta City to register both independently, as well as those 
registered by the government. 2. In 2016 the Yogyakarta City government built 
a Pratama Hospital using the concept of a classless hospital, where all people 
who want to seek treatment are treated the same without any restrictions in 
providing services. 3. The Yogyakarta City Government after being included in 
the Universal Health Coverage (UHC) category has prepared a sufficient budget 
to cover all health financing, with the motto, the people of Yogyakarta City are 
required to have health insurance that is covered by the government, for 2019 the 
government prepares a budget of Rp. 25,477,008,900., These funds are prepared 
to pay claims for public health financing in Yogyakarta City. and in 2020 the city 
government of Yogyakarta prepares a budget of Rp. 55,742,400,000 this amount 
is to anticipate the community who will move the membership segment from 
BPJS Kesehatan independently to PBI JKN APBD. 
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